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Nomor : 208/DJU.3/TI1.1.1/XI/2024 Jakarta, 19 November 2024 

Lampiran : - 

Hal : Tertib administrasi perkara 

pada aplikasi SIPP 

 
Yth. 

1. Panitera Pengadilan Tinggi 

2. Panitera Pengadilan Negeri 

 di – 

Seluruh Indonesia 

 

 
Sehubungan dengan tertib administrasi perkara pada Aplikasi SIPP khususnya 

pada data yang mencakup perkara perceraian, dispensasi kawin, tindak pidana 

perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) dengan 

penyajian data perkara yang objektif dan akurat, kami meminta agar dapat mengisi data 

terkait perkara sebagai berikut: 

1. Pengisian data korban pada menu data umum (klasifikasi perkara pemberantasan 

tindak pidana perdagangan orang) 

2. Pengisian data calon mempelai pada menu data umum (klasifikasi perkara 

dispensasi nikah) 

3. Pengisian jumlah ganti kerugian dan denda pada seluruh perkara pidana 

4. Pengisian checklist restorative justice pada perkara pidana (bila diselesaikan 

secara restorative justice) 

5. Pengisian data tilang 

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, diminta kepada seluruh Pengadilan 

Tinggi dan Pengadilan Negeri untuk mengisi kelengkapan data tersebut pada Aplikasi 

SIPP terhitung sejak tahun 2022 sampai dengan 2024, yang paling lambat diisi sampai 

tanggal 22 November 2024. 

Demikian untuk dapat dipenuhi. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 
 
 

 
 

Tembusan : 

1. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Sebagai Laporan) 

2. Yth Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia 

3. Yth. Ketua Pengadilan Negeri seluruh Indonesia 
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